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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Indonesia ialah negara hukum, peraturan pelaksanaan dan kebijakan harus 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan 

menteri dan peraturan lainnya. Setiap warga negara wajib menaati peraturan yang 

berlaku. Hukum yang dibuat oleh pemerintah dirancang untuk menciptakan 

perdamaian dan keadilan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan 

pelayanan kepada masyarakat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.  

Lewis dan Gilman (dalam Hayat, 2017), mengemukakan bahwa pelayanan 

publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara 

bertanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai 

akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek 

yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk 

menjunjung tinggi kepercayaan kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah 

sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya good governance. 

Dalam good governance perlu diterapkan prinsip-prinsipnya yang akan 

dijadikan sebagai tolak ukur/indikator yang mengandung nilai yang bersifat obyektif 

dan rasional. Good governance ialah sesuatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi 

(pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat). Dalam good governance bertujuan untuk 

membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,
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transparasi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum dan 

dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Untuk penerapan prinsip-prinsip good 

governance merupakan hal yang sangkat penting dalam upaya pecapaian SDGs 

(Sustainable Development Goals), hal berkaitan dengan tujuan SDGs yang ke enam 

belas yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat (peace, justice, and 

strong institution). Pada tujuan  ini ialah untuk tercapainya peningkatan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga 

keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, 

serta untuk mendukung masyarakat damai yang menerima suatu pelayanan dari 

pemerintahan, inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses 

terhadap keadilan bagi masyakarakat serta membangun institusi-institusi yang 

efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan terutama di tingkatan daerah yaitu 

kecamatan.  

Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip good governance adalah pelayanan 

publik yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk mencapai cita-cita ideal tersebut, 

maka sistem birokrasi perlu direformasi. Selama ini birokrasi cenderung tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Birokrasi yang ada tidak bisa menciptakan efisiensi dan 

efektivitas kerja, sehingga birokrasi sering dianggap menjadi penghambat untuk 

mencapai tujuan pemerintahan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, baik organisasi swasta maupun negeri/pemerintah akan bersaing dalam 

peningkatan mutu pelayanan yang diberikan. Tujuan dari persaingan ini adalah untuk 

mempromosikan dan menjaga citra organisasi masyarakat, hal yang sama berlaku 

juga untuk organisasi pemerintah di daerah yaitu camat, tentunya harus menerapkan 

prinsip-prinsip good governance. Sesuai dengan  yang dilaksanakan Undang-Undang 
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan Camat telah 

beralih, yang selama ini merupakan lingkungan kerja Perangkat Pemerintah Pusat 

ditetapkan menjadi lingkungan kerja Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Maka kedudukan dan status Camat menjadi sangat strategi yaitu sebagai mata rantai 

Organisasi Pemerintah Strata terdepan dan sebagai awal dari berbagai kebijaksanaan 

Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu 

dalam pelaksanaan azas Desentralisasi Pemerintah Camat harus mempunyai 

kemampuan untuk menjelaskan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan 

daerah. Dengan Kedudukan yang strategis diperlukan penyempurnaan Organisasi 

dan tata kerja Pemerintah Camat mampu mengantisipasi dan mengkoordinasikan 

berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang di Daerah. 

Oleh karena itu, dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 78 Tahun 

2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Dan Tata Kerja 

Kecamatan Dan Kelulahan Kabupaten Empat Lawang. Pembentukan camat adalah 

untuk meningkatkan koordinasi pemerintahan, artinya keberadaan seorang camat 

sebagai pemimpin tertinggi di suatu  camat yang bertugas untuk mengkoordinasikan 

urusan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, khususnya pelayanan 

administrasi dan memberdayakan masyarakat desa/kelulahan. Di Kabupaten Empat 

Lawang memiliki 10 kecamatan, 9 kelurahan dan 147 desa, salah satunya kecamatan 

pendopo yang memiliki 16 desa dan 3 kelurahan, Kantor Camat sebagai pusat 

pelayanan tingkat daerah. Menindaklanjuti peraturan tersebut Camat Pendopo 

Kabupaten Empat Lawang memiliki program penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 
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Kantor Camat Pendopo Kabupaten Empat Lawang sebagai penyelenggara 

pelayanan di lingkungan daerah, terdapat beberapa pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat yaitu pelayanan rekomendasi pembuatan KK, pelayanan surat pindah 

datang, pelayanan surat silang sengketa, pelayanan surat keterangan ahli waris, 

pelayanan surat KP-4 dan pelayanan surat keterangan izin usaha mikro yang 

dipegang oleh bidan trantib serta menjadi fokus penelitian yang dipilih oleh penulis. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang 

Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa 

Izin usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwewenang 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan 

sah bahwa usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah telah memenuhi 

persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu. Izin 

usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalisir 

kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro 

dan kecil dalam bentuk satu lembar. IUMK berfungsi untuk memberikan kepastian 

hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam 

mengembangkan usahanya.  

SKU ialah dokumen penting yang perlu dimikioleh para pelaku usaha, 

contohnya toko kelontong, pedagang kaki lima dan konter pulsa. Dalam proses 

pembuatan SKU para pegawai harus mengetahui prinsip pemberian izin usaha mikro 

dan kecil. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro 

Dan Kecil pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakn bahwa prinsip pemberian izin usaha 

mikro dan kecil yaitu prosedur sederhana, mudah dan cepat, terbuka informasi bagi 
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pelaku usaha mikro dan usaha kecil serta kepastian hukum dan kenyamanan dalam 

usaha. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam 

berusahadilokasi yang telah ditetapkan, pendampingan dalam pengembangan usaha, 

kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank serta non-bank dan 

kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah/lembaga 

lainnya.  

Tabel 1 Realisasi Pembuatan SKU 

Jumlah usaha mikro tahun 

2023 

Usaha yang membuat SKU 

33 24 

Sumber: Bps Kabupaten Empat Lawang 2023 

Berdasarkan Tabel 1, Usaha yang ada di kecamatan pendopo juga beraneka 

ragam, tapi belum semua usaha memiliki atau membuat surat keterangan izin usaha, 

dapat diketahui bahwa jumlah usaha mikro di kecamatan pendopo pada tahun 2023 

memiliki 33 usaha mikro tapi pemiliki usaha yang membuat SKU hanya 24 usaha, 

dalam proses pelayanan ini masih belum maksimal karena masih ada usaha yang 

tidak membuat SKU padahal hal ini sangat penting untuk keamanan usaha 

masyarakat agar terhindar dari pembongkaran lahan atau pengusuran lahan.  

Selanjutnya para pegawai harus bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip good 

governance yang berguna untuk mewujudkan pelayanan efektif dan efisien bagi 

masyarakat yang menerima suatu pelayanan. Hal ini berkaitan dengan program yang 

dibuat oleh kantor camat tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 

pelayanan publik agar dapat meningkatkan suatu pelayanan terutama pelayanan 

administrasi yang dapat berjalan dengan cepat, baik dan tepat.  
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Argumentasi utama dalam penelitian berdasarkan hasil observasi pada Rabu, 

8 Maret 2023 yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa permasalahan utama 

yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance. Permasalahan 

tersebut dilihat dari tingkat kedisiplinan pegawai, yaitu: aturan jam kerja belum 

dipatuhi secara maksimal. Berikut jam kerja di Kantor Camat Pendopo Kabupaten 

Empat Lawang. 

Tabel 2. Jam Kerja Kantor Camat Pendopo Kabupaten Empat Lawang 

Hari Kerja Jam Kerja 

Senin – Kamis  07.30 WIB-16.00 WIB 

Jum’at  07.30 WIB-16.30 WIB  

Sumber: diolah penulis tahun 2023 

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwah jam kerja para pegawai sudah di 

tentukan aturan jam kerja pada hari senin-kamis jam kerjanya dari pukul 07.30-

16.00, sedangkan pada hari jum’at dari pukul 07.30-16.30 hal ini diatur dalam 

Laporan Standar Pelayanan Publik. Tapi saat dilakukannya observasi ada beberapa  

pegawai yang tidak mematuhi aturan jam kerja, sehingga menyebabkan proses 

pelayanan tidak tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan prinsip good governance yaitu 

supremasi hukum. Kemudian kurangnya keramahan staf dalam menangani berbagai 

keperluan administrasi. Hal ini berkaitan dengan teori good governance salah 

satunya pada prinsip akuntabilitas yang merajuk pada pengembangan rasa tanggung 

jawab publik. Selanjutnya belum tersedia sarana yang berkaitan dengan kritik dan 

saran dari masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan teori good governance pada 

prinsip transparansi yang berhubungan dengan penyediaan informasi kepada 

masyarakat. Kemudian peneliti melakukan observasi yang kedua yaitu pada 27 Maret 
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2023 terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kurang lengkapnya fasilitas 

seperti kurangnya laptop atau komputer yang ada di kantor sehingga menghambat 

terjalananya suatu pelayanan.  

Permasalahan yang demikian juga ditemukan pada absensi para pegawai 

Kantor Camat Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Berikut permasalahan yang 

peneliti temukan di lokasi penelitian dari hasil observasi dan daftra hadir pegawai 

yang akan dijelaskan dengan menampilkan data sumber pendukung sebagai berikut: 

Tabel 3. Daftar Hadir Pegawai  PNS Dan TKS Bulan Maret 2023 

No. Keterangan Minggu 

Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 

1.  Pegawai yang mengisi kehadiran  16 15 7 4 

2.  Pegawai yang tidak mengisi 

kehadiran  

24 25 33 36 

Jumlah pegawai  40 Orang 
Sumber: diolah penulis tahun 2023 

Berdasarkan Tabel 3,diketahui bahwasanya jumlah pegawai Kantor Camat 

Pendopo Kabupaten Empat Lawang pegawai PNS dan TKS ialah 40 orang. Tapi 

pegawai yang melakukan pengisian daftar hadir di bulan maret tahun 2023 yang pada 

minggu pertama sebanyak 16 orang, namun yang tidak mengisi kehadiran 24 orang. 

Kemudian pegawai yang mengisi  kehadiran pada minggu kedua 15 orang, pegawai 

yang tidak mengisi kehadiran ada 25 orang. Sedangkan pada minggu ketiga pegawai 

yang mengisi daftar kehadiran 7 orang, kemudian yang tidak mengisi kehadiran 33 

orang. Dan berdasarkan daftar hadir bulan maret tahun 2023 untuk minggu keempat 

pegawai yang mengisi kehadiran hanya 4 orang, sedangkan yang tidak mengisi 

kehadiran 36 orang. Jika dibandingkan jumlah pegawai yang mengisi kehadiran 

mengalami penurunan dan pegawai yang tidak mengisi  kehadiran mengalami 

kenaikan setiap minggunya.  
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Permasalahan tersebut menjadi kendala dalam proses pelayanan, pada 

umumnya sering terjadi di instansi swasta atau instansi pemerintah. Menurut budi 

setiono menjelaskan ada tiga faktor yang menjadi Penghambat terwujudnya 

pelayanan administrasi yang belum optimal. Menurut (Setiono, 2012) terdapat tiga 

hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan, ketiga hambatan tersebut adalah 

Hambatan Politis, Hambat Administrasi, dan Hambatan sosial. 

Pentingnya dilakukan penelitian mengenai pelayanan surat keterangan usaha 

karena berperan penting bagi masyarakat yang memiliki usaha. Berdasarkan 

beberapa penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian terkait penerapan prinsip-prinsip 

dalam pelayanan surat keterangan usaha yang dilakukan oleh Andreas et al., (2018), 

tapi pada penelitian tersebut lebih terkait prinsip Rule Of Law  atau supremasi 

hukum. Kemudian penelitian terkait penerapan prinsip-prinsip good governance yang 

dilakukan oleh Yusri et al., (2018), Nataliaet al., (2018), Abd. Rohman et al., (2019), 

dan Andi et al., (2021). Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa prinsip 

partisipasi dan prinsip transfaransi masih menjadi hambatan dalam mewujudkan 

good governance.  Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terdapat pada teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori menurut 

sedermayanti (2013). Dan lokus yang dipilih dalam penelitian ini Ialah Kantor Camat 

Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Oleh karena itu peneliti mengajukan penelitian 

yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Surat 

Keterangan Usaha Di Kantor Camat Pendopo Kabupaten Empat Lawang” 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan 

Surat Keterangan Izin Usaha Mikro Di Kantor Camat Pendopo Kabupaten 

Empat Lawang ? 

2. Apa saja hambatan dalam penyelenggaraan Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Governance Dalam Pelayanan Surat Keterangan Izin Usaha Mikro Di Kantor 

Camat Pendopo Kabupaten Empat Lawang ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu : 

1.  Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Governance Dalam Pelayanan Surat Keterangan Izin Usaha Mikro Di Kantor 

Camat Pendopo Kabupaten Empat Lawang. 

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi hambatan dalam penyelenggaraan 

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Surat 

Keterangan Izin Usaha Mikro Di Kantor Camat Pendopo Kabupaten Empat 

Lawang. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat dalam 

penelitian ini yaitu : 
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1.4.1. Manfaat Teoritis   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pelayanan 

surat keterangan izin usaha mikro melalui teori good governance, serta dapat 

digunakan sebagai bahan masukkan penelitian berikutnya.  

1.4.2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan 

informasi bagi pihak Kantor Camat Pendopo Kabupaten Empat Lawang, serta pihak-

pihak lain yang membutuhkan informasi terkait dengan Meningkatkan Pelayanan 

Surat Keterangan Izin Usaha Mikro.          
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